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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengeluaran
Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD RSUD KORPRI
Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa usulan pe1aksanaan APBD mendahului Penetapan
APBD-P telah mendapat sesuai dengan persetujuan
Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
160jI.2-608jSet.DPRD hal Persetujuan Pelaksanaan
Anggaran Mendahului Penetapan P-APBD TA 2020
tanggal 6 Juli 2020;

a. bahwa adanya keperluan yang mendesak terkait
ke1ancaran pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan dan untuk pelayanan dasar kesehatan
masyarakat pada UPTD RSUD KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur yang belum dianggarkan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Menimbang

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PELAKSANAANPENGELUARANMENDAHULUI PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

TAHUNANGGARAN 2020 PADADINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DANUNIT PELAKSANATEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KORPRI PROVINSI KALIMANTANTIMUR

TENTANG

NOMOR 43 TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR TENTANG
PELAKSANAANPENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
PROVINSI KALIMANTANTIMUR.

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun
2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 63);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 9);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menetapkan



Pengeluaran yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan
APBDTahun Anggaran 2020.

Pasa14

Realisasi pengeluaran yang mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
digunakan untuk keperluan :
a. pembayaran Gaji Pokok PNSjUang Representasi, Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Obyek pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu
adanya tambahan alokasi anggaran sebesar Rp160.500.000.000,00
(seratus enam puluh milyar lima ratus juta rupiah); dan

b. pelaksanaan pelayanan dasar pada UPTD RSUD KORPRI sebagai BLUD
sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal3

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan pelaksanaan
realisasi pengeluaran yang mendesak mendahului penetapan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD
RSUDKORPRI.

Pasal2

6. Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barangjjasa.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya
disingkat APBDProvinsi adalah APBDProvinsi Kalimantan Timur.

4. Unit ~elaksar:a. Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah KORPRIyang
selanjutnya disingkat UPTD RSDU KORPRIadalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
yang melaksanakan Pola Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah
DPRDProvinsi Kalimantan Timur.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 1
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PEMBINA UTA
NIP. 19710124 19970

H.ROZANIERA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PRO KALTIM

KEPALABIRO

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2020 NOMOR 44.

MUHAMMAD SA'BANI

ttd

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2020

ISRAN NOOR

ttd

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal5
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